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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya 

dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan 

permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan 

nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis sebagai 

instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta 

penguatan ketahanan wilayah. 

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung 

pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan 

ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 melalui target 

peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak serta penurunan luas kawasan 

permukiman kumuh secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah 

menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan 

percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan, 

perdesaan, dan pesisir. 

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan 

perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri PKP 

Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 

lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit 

pelaksana teknis di daerah. BP3KP berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat 

dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai 

fasilitator teknis, koordinator, dan pengendali pelaksanaan program di wilayah. 

BP3KP Sumatera III memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera 

Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis, demografis, serta 

permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang beragam. Wilayah kerja tersebut 

mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan, yang masing-masing memiliki 

tantangan spesifik, antara lain tingginya backlog kepemilikan rumah, masih banyaknya rumah 

tidak layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan infrastruktur 

pendukung, serta kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menuntut pendekatan 
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pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, terpadu, dan berbasis 

wilayah. 

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai, 

diperlukan perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. 

Oleh karena itu, Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III Tahun 2026 disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan 

ke dalam rencana aksi per triwulan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 

BP3KP Sumatera III selama Tahun Anggaran 2026. 

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis 

operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. 

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, 

pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan 

peningkatan kualitas perumahan; 

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan; 

3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; 

4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan 

permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan 

dan peningkatan kualitas perumahan; 

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman; 

7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan 

kerusuhan sosial; 

8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian; 

9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan; 

10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan; 
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11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman; 

12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan; 

13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; 

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem 

pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan 

penyuapan; dan 

15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan 

hukum balai. 

1.3 Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Sumatera III dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung organisasi 

dengan susunan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

a. Kepala Balai 

Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan anggaran pelaksanaan 

pembangunan, penyusunan rencana teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan, 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan 

pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, koordinasi 

penyediaan lahan dan pengembangan hunian, pelaksanaan serah terima aset, pelaksanaan 

urusan tata usaha dan rumah tangga balai, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. 
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b. Subbagian Umum dan Tata Usaha 

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan 

anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya 

manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi 

reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan 

sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta 

layanan hukum balai.  

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:  

• Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis 

pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, 

serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan 

sosial; dan  

• Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 

kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, 

pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, 

pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, 

perdesaan, dan pesisir.  

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung 

oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas provinsi 

Sumatera Barat serta wilayah II bertanggung jawab atas provinsi Riau dan provinsi Kepulauan 

Riau. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, 

pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi 

penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I dan wilayah II. 

d. Seksi Pelaksanaan Wilayah II 

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan 

koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, 

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan 

Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.  

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut: 
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1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat; 

2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan 

3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau. 

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin 

oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan 

rumah susun dan rumah khusus. 

2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan 

kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan. 

3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) 

PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan 

perintah pembayaran pekerjaan. 

4) Bendahara Pengeluaran 

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas 

melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya. 

1.4 Kapasitas Organisasi 

1.4.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai 

dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang 

sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia 

yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi. 

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh sumber daya 

manusia yang tersebar di tingkat balai dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, 

dan Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 476 Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 41 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 

17 orang tenaga outsourching dengan gambaran proporsi sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian 

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut proporsi sumber daya manusia yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III: 

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung 

oleh 5 PNS, 16 CPNS, 5 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing; 

b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 

didukung oleh 8 PNS, 10 CPNS, 18 PPPK, dan 4 tenaga outsourcing; 

c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung 

oleh 6 PNS, 11 CPNS, 6 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing; dan 

d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

didukung oleh 5 PNS, 9 CPNS, dan 12 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing. 

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan lulusan SD, SMP, 

SMA/SMU/SMK, Diploma III (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2). 

  

Gambar 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia 
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Berdasarkan tingkat pendidikan PNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Sumatera III mayoritas merupakan lulusan SD sebanyak 1 orang (0,9 

%) , SMP sebanyak 1 orang (0,9 %) , SMA sebanyak 7 orang (6,31 %) , D3 sebanyak 1 orang 

(0,9 %), sarjana (S1) sebanyak 92 orang (82,88 %) dan sebanyak 9 orang (9,1 %) merupakan 

lulusan master (S2). Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas SDM berbasis 

kompetensi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

memberikan dukungan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan atau tugas belajar. 

Dukungan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau 

kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan 

organisasi. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian 

profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.  

1.4.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanan tugas dan fungsi 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.  

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan 

Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. 

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III tahun 2026 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang 

merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Sumatera III dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2026 

No Nama Barang Satuan Jumlah 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

1 Mesin Hitung Elektronik/Calculator Buah 1 

2 Lemari Kayu Buah 19 

3 Brandkas Buah 1 

4 Locker Buah 1 

5 Lemari Display Buah 1 

6 Alat Penghancur Kertas Buah 1 

7 LCD Projector/Infocus Buah 1 

8 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah 1 

9 Meja Kerja Besi/Metal Buah 49 

10 Meja Kerja Kayu Buah 13 

11 Kursi Besi/Metal Buah 97 

12 Meja Rapat Buah 5 

13 Backdrop TV/Wardrobe set 3 

14 Sofa set 1 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

15 A.C. Split Buah 10 

16 Televisi Buah 2 

17 Loudspeaker Buah 2 

18 Microphone Buah 10 

19 Power Amplifier Buah 1 

20 Tripod Camera Buah 2 

21 Camera Digital Buah 1 

22 Camera Conference Buah 2 

23 Drone Buah 1 

24 Gimbal Tripod Buah 1 

25 Alat Studio Lainnya dummy 1 

26 P.C Unit Buah 4 

27 Lap Top Buah 14 

28 Note Book Buah 8 

29 Tablet PC Buah 8 

30 CPU (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 

31 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 5 

32 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 2 

33 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) Buah 3 

34 Laptop Case dummy 2 

35 Software Komputer dummy 4 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat 

1 Lemari Kayu Buah 175 

2 Rak Besi Buah 4 

3 Brandkas Buah 1 

4 White Board Buah 1 

5 Alat Penghancur Kertas Buah 1 

6 LCD Projector/Infocus Buah 2 

7 Meja Kerja Besi/Metal Buah 1 

8 Meja Kerja Kayu Buah 117 

9 Kursi Besi/Metal Buah 53 

10 Kursi Kayu Buah 330 

11 Sice Buah 2 

12 Meja Rapat Buah 3 

13 Tempat Tidur Kayu Buah 168 

14 Meja Makan Kayu Buah 84 

15 Sofa set 124 

16 Meubelair Lainnya dummy 0 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

17 Lemari Es Buah 1 

18 A.C. Split Buah 80 

19 Televisi Buah 2 

20 Dispenser Buah 1 

21 Tempat Sampah Buah 1 

22 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dummy 0 

23 Rak Peralatan Buah 2 

24 Camera Digital Buah 3 

25 Video Conference Buah 1 

26 Drone Buah 3 

27 GPS Receiver Buah 0 

28 Kamera Udara Buah 0 

29 Alat Studio Lainnya dummy 0 

30 Facsimile Buah 1 

31 Finger Printer Time and Attandance Acces Control System Buah 1 

32 Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya dummy 1 

33 Serial Scanner/Printer Buah 0 

34 P.C Unit Buah 9 

35 Lap Top Buah 1 

36 Note Book Buah 20 

37 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 13 

38 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 3 

39 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 2 

40 Jalan Khusus Kompleks M2 503 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau 

1 Memori Programmer Buah 1 

2 Lemari Besi/Metal Buah 5 

3 Lemari Kayu Buah 155 

4 Rak Besi Buah 1 

5 Brandkas Buah 1 

6 Laci Box Buah 1 

7 CCTV - Camera Control Television System Buah 7 

8 LCD Projector/Infocus Buah 1 

9 Meja Kerja Kayu Buah 173 

10 Kursi Besi/Metal Buah 32 

11 Kursi Kayu Buah 144 

12 Meja Rapat Buah 3 

13 Tempat Tidur Kayu Buah 144 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

14 Sofa set 5 

15 Meubelair Lainnya dummy 1 

16 Kipas Angin Buah 1 

17 Televisi Buah 3 

18 Camera Digital Buah 2 

19 Camera Conference Buah 1 

20 Drone Buah 2 

21 GPS Receiver Buah 1 

22 Alat Studio Lainnya dummy 1 

23 Facsimile Buah 1 

24 P.C Unit Buah 16 

25 Lap Top Buah 14 

26 Note Book Buah 0 

27 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 20 

28 External/ Portable Hardisk Buah 2 

29 Memori Programmer Buah 1 

30 Taman Permanen Unit 1 

31 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 1 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau 

1 Mesin Penghitung Uang Buah 1 

2 Lemari Kayu Buah 560 

3 Rak Kayu Buah 1 

4 Brandkas Buah 1 

5 CCTV - Camera Control Television System Buah 1 

6 Alat Penghancur Kertas Buah 1 

7 LCD Projector/Infocus Buah 1 

8 Meja Kerja Kayu Buah 536 

9 Kursi Besi/Metal Buah 20 

10 Kursi Kayu Buah 586 

11 Tempat Tidur Kayu Buah 560 

12 Meja Makan Kayu Buah 60 

13 Sofa set 60 

14 Meubelair Lainnya dummy 0 

15 Televisi Buah 2 

16 Camera Electronic Buah 0 

17 Camera Digital Buah 2 

18 Camera Conference Buah 1 

19 Drone Buah 2 

20 Alat Tulis Gambar Buah 0 

21 Kamera Udara Buah 0 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

22 Facsimile Buah 1 

23 Kamera Digital Buah 0 

24 P.C Unit Buah 18 

25 Lap Top Buah 13 

26 Note Book Buah 0 

27 Personal Komputer Lainnya dummy 0 

28 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 19 

29 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 

30 Peralatan Komputer Lainnya dummy 0 

31 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 2 

 

1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh Penggun a Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

pada tahun 2026 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:  

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera  III  

Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.  

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP 

DIPA- 146.01.1.691383/2026. 

  

Gambar 1.4 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Sumatera III tahun 2026 



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Rencana Aksi | 2026 

12 

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat 

pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691437/2026. 

  

Gambar 1. 5 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026 

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat 

pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691491/2026. 

  

Gambar 1.6 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Sumatera III tahun 2026 
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4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat 

pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691545/2026. 

  

Gambar 1.7 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026 

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Pagu yang dimiliki Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan 

surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.06.1.691597/2026. 

 

Gambar 1.8 DIPA petikan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Balai Pelaksana Penyediaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026 
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B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Barat  

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.  

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 

Nomor SP DIPA- 146.01.1.691384/2026. 

 

Gambar 1.9 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 

2. DIPA Direktorat Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 

146.03.1.691438/2026. 
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Gambar 1.10 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA  

Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691492/2026. 

  

Gambar 1. 11 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan 

DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691546/2026. 
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Gambar 1.12 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 

C. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau  

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.  

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 

Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 

146.01.1.691385/2026. 

 

Gambar 1.13 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Riau tahun 2026 

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP 

DIPA- 146.03.1.691439/2026.   
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Gambar 1.14 DIPA petikan Direktorat Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Riau tahun 2026 

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP 

DIPA- 146.04.1.691493/2026. 

 

Gambar 1.15 DIPA petikan Direktorar Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Riau tahun 2026 

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP 

DIPA- 146.05.1.691547/2026. 
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Gambar 1.16 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026 

D. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan 

Riau  

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.  

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 

Nomor SP DIPA- 146.01.1.691386/2026. 
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Gambar 1.17 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA 

Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691440/2026. 

 

Gambar 1.18 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja 

Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA 

Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691548/2026. 
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Gambar 1.19 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 
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1.5 Aspek dan Isu Strategis  

A. Aspek Strategis 

Tujuan Balai P3KP Sumatera III merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta 

permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai 

tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:  

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, 

Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.  

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Sumatera III, maka disusun sasaran kegiatan sebagai berikut:  

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan 

permukiman;  

2. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;  

3. Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya 

hunian layak;  

4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman;  

5. Meningkatnya kualitas dukungan managemen; dan 6.Meningkatnya kualitas pengawasan 

intern.  

Sasaran BP3KP Sumatera III dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis 

Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang 

memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan analisis SWOT yang ada pada Renstra BP3KP Sumatera III, BP3KP 

Sumatera III dihadapkan pada kondisi tingginya backlog dan RTLH, kompleksitas kawasan 

kumuh pesisir dan perkotaan, tantangan geografis kepulauan dan rawan bencana, serta 

keterbatasan kapasitas dan data daerah. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa komitmen 

nasional percepatan penyediaan rumah, kebutuhan penanganan pesisir dan kepulauan, program 

rumah khusus pascabencana, inovasi pembiayaan perumahan, serta optimalisasi aset lahan 

negara dan daerah. Dengan memfokuskan kekuatan internal BP3KP sebagai fasilitator teknis 

wilayah dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengatasi kelemahan serta memitigasi 

ancaman, maka isu-isu strategis Renstra BP3KP Sumatera III 2025–2029 dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Peningkatan Akses Perumahan Layak dan Terjangkau bagi MBR melalui Pendekatan 

Multiskema dan Berbasis Wilayah 
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BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai fasilitator teknis wilayah untuk 

mendorong peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau bagi MBR melalui 

sinkronisasi program pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah swadaya, penyediaan 

rumah susun, dan rumah khusus yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Melalui 

pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan pemanfaatan 

berbagai skema pembiayaan perumahan serta keterpaduan intervensi pusat dan daerah 

guna menurunkan backlog perumahan secara berkelanjutan. 

2. Penanganan Permukiman yang Adaptif terhadap Kondisi Geografis dan Lingkungan 

Dalam menghadapi tantangan geografis wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan dengan 

keterbatasan akses, BP3KP Sumatera III mengoptimalkan kekuatan kompetensi teknisnya 

untuk mendorong penanganan permukiman yang adaptif dan berkelanjutan. BP3KP 

berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penyediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum serta sanitasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, 

sehingga tercipta permukiman yang layak huni, sehat, dan berdaya tahan. 

3. Penguatan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Kolaboratif Berbasis Kawasan 

BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai pengendali teknis dan fasilitator 

kolaborasi untuk mendorong penanganan kawasan kumuh secara terpadu berbasis 

kawasan. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

pemangku kepentingan terkait, BP3KP memastikan integrasi peningkatan kualitas hunian, 

penyediaan PSU, dan penataan lingkungan guna menurunkan tingkat kekumuhan secara 

berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

4. Penguatan Tata Kelola Aset Perumahan dan Permukiman 

Dalam rangka memastikan keberlanjutan manfaat aset perumahan dan permukiman, BP3KP 

Sumatera III memaksimalkan perannya sebagai mediator teknis pusat dan daerah untuk 

mempercepat proses serah terima serta penguatan pengelolaan aset PSU, rumah susun, 

dan rumah khusus. BP3KP melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam 

aspek kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan agar aset yang dibangun dapat 

dimanfaatkan secara optimal, terpelihara, dan berfungsi sesuai tujuan penyediaannya. 

5. Penguatan Peran BP3KP Sumatera III sebagai Fasilitator Teknis Wilayah dalam 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana 

Menghadapi kerentanan bencana di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, BP3KP 

Sumatera III memperkuat perannya sebagai fasilitator teknis wilayah dalam mendukung 

rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Melalui pendampingan teknis, 

koordinasi lintas sektor, dan penerapan standar rumah tahan bencana, BP3KP berkontribusi 

dalam percepatan pemulihan hunian masyarakat secara terencana, tepat sasaran, dan 

berkelanjutan. 



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Rencana Aksi | 2026 

23 

6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, SDM, dan Basis Data Perumahan dan 

Permukiman 

BP3KP Sumatera III memanfaatkan mandat pembinaan teknis wilayah untuk memperkuat 

kapasitas kelembagaan, SDM, dan basis data perumahan dan permukiman di daerah. 

Melalui pendampingan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemutakhiran serta integrasi 

data, BP3KP mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program 

perumahan dan permukiman yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. 
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BAB 2 PENETAPAN KINERJA 
2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III Tahun 2026 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera III melaksanakan 

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai 

dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal 

Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata 

Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Berdasarkan 

penetapan kinerja tersebut. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sumatera III memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

3. Jumlah Layanan Sarana Internal 1 Unit 25% 50% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 

1. 
Jumlah Dokumen Data dan Informasi 

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 
1 Dokumen 20% 40% 75% 100% 

2. 

Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis 

Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

3. 

Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan 

Penanganan Kumuh dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman 

1 Dokumen 20% 40% 75% 100% 

4. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

5. Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

6. Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 

1. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 

Perdesaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 
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SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

2. 

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 

Perdesaan 

1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

3. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Perdesaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

4. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, 

Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 

Perumahaan Perdesaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

5. 
Jumlah Dokumen Data dan Informasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 
1 Dokumen 20% 40% 75% 100% 

6. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

7. 
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan 

Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan 
1 Dokumen 20% 40% 75% 100% 

8. 
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian 

Perumahan Perdesaan 
1 Dokumen 20% 40% 75% 100% 

9. 
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 

Pembiayaan Perumahan Perdesaan 
1 Kegiatan 20% 40% 75% 100% 

10. Tingkat Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

11. Tingkat Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 

1. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, 

Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

2. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

3. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan 

dan Penghunian Perumahan Perkotaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

4. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 

Perkotaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

5. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 

Perkotaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

6. 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Perkotaan 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 
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SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

7. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

8. Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

9. Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO 

1. 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan 

Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 

1 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

2. 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen 

Risiko dan Pencegahan Korupsi 

2 Rekomendasi 

Kebijakan 
20% 40% 75% 100% 

3. 

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian 

Risiko 

1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

 

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026. 

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 
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Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Sumatera  III Tahun 2026 dengan Sekretaris Jenderal 

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Permukiman 
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Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Sumatera  III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman 

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan 
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Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Sumatera  III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan 

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perkotaan 
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Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera  
III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

5. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 
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Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 
III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 
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2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera 

Barat 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 

melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara 

Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 
Barat 

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Jumlah Layanan Umum  1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

3. Jumlah Layanan Sarana Internal 20 Unit 25% 50% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 

1. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

2. Tingkat Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. 

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 

 

 

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2026 Sekretariat Jenderal 
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

 

 

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

 

 

Gambar 2.8  Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

 

Gambar 2.9  Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
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2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan 

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan 

Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Riau memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau 

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Jumlah Layanan Umum  1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

3. Jumlah Layanan Sarana Internal 22 Unit 25% 50% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 

1. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

2. Tingkat Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026. 

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 
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Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau 
Tahun 2026 Sekretariat Jenderal 

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

 

 

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau 
Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

 

 

Gambar 2.12  Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

 

Gambar 2.13  Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
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2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan 

Riau 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara 

Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki target kinerja tahun 2026 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kepulauan Riau 

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK 

TARGET CAPAIAN PER 

TRIWULAN 

TW I TW II TW III TW IV 

SEKRETARIAT JENDERAL 

1. Jumlah Layanan Umum  1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100% 

3. Jumlah Layanan Sarana Internal 1 Unit 25% 50% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 

1. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 
1 Laporan 20% 40% 75% 100% 

2. Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100% 

 

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. 

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 
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Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2026 Sekretariat Jenderal 
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

 

 

Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

 

 

Gambar 2.16  Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
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Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana. dilakukan pengukuran kinerja 

dengan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Perhitungan capaian 

kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan. Pengukuran terhadap persentase capaian 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

  

% 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 =  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢

𝐑𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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BAB 3 PENUTUP  
Rencana Aksi Kinerja kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lingkungan Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam rangka 

pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Rencana Aksi yang 

terukur diharapkan dapat mendorong para pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026. 

Keterlibatan seluruh sumber daya diharapkan dapat menciptakan sinergi dan keterpaduan 

dalam pelaksanaan program, sehingga potensi, hambatan, dan tantangan yang muncul dalam 

pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 

berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa 

strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut antara lain: 

1. Melaksanakan rapat internal balai terkait target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 

Anggaran 2026; 

2. Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap pegawai di lingkungan 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III; 

3. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III; 

4. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan etos kerja; 

5. Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan 

menyelesaikan kendala yang dihadapi; dan 

6. Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja. 
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